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PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR <<= TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

Menimbang:

Mengingat:

TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7
dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali
Kota tentang Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah

Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2025;

Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjang Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembara Negara
Republik Indonesia Nomor 4250};

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) Sebagimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Hormonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6763;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2022 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor143,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);



8.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penatapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembarn Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cpta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lemb aran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran WNegara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun



2015 tentang Perubahan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157};

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan kemampuan keuangan Daerah
serta Pelaksanan dan Pertanggungjawaban dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis pengololaan Keuangan Daerah
(Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 );

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
63);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66).

Memperhatikan : Hasil Audit BPK Nomor 10b/BAST-LHP/XIX.BIM/05/2024

Menetapkan:
KESATU

tanggal 7 Mei 2024,
MEMUTUSKAN:

Kondisi Realisasi Pendapatan Umum Daerah dan Belanja
Pegawai Tahun Anggaran 2023 dengan perhitungan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.



KEDUA

KETIGA

Berdasarkan perhitungan Realisasi Kemampuan Keuangan
Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU ditetapkan Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Banjarmasin berada dalam Kelompok Kemampuan

Keuangan Daerah Tinggi.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Jull cted
WALI KOTA BANJARMASIN,

——

IBNU SINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ““= TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN
DAERAH KOTA BANJARMASIN

TAHUN ANGGARAN 2025

PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN TAHUN 2023 (AUDITED)
A. Pendapatan Umum Daerah :
- Pendapatan Asli Daerah Rp 466.103.295.809,00
- Dana Bagi Hasil Rp 264.654.862.709,00
- Dana Alokasi Umum Rp 722.148.171.334,00
Jumiah A Rp 1.452.906.329.852,00
B. Belanja Pegawai :
- Belanja Gaji Rp 384.429.023.395,00
- Belanja Tunjangan TPP dan TPP
Berbasis Rp 228.368.150.700,00
Kinerja -
- Tunjangan Penghasilan Guru dan
Tambahan Penghasilan Rp 73.453.410.430,00

- Tambahan Penghasilan berdasarkan

Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rpili800:200.731,00

Jumlah B Rp 705.088.865.256,00

Kemampuan Keuangan Daerah (A - B) Rp 747.817.464.596,00

WALI KOTA BANJARMASIN,

-

IBNU SINA



